
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 32 I PP .o4 .2-Kpt I 1 s04 / KPU-Kab/ VI / 2o2O

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

RH

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Al9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang

Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil

Bupati Batang Hari Tahun 2O2O;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaiqana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko

dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);

2. Undang-Undang...
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2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor L0 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota merg'adi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 128);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor V98l;
5. Peraturan Komisi...
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2AJ9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 6 15);

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 441 lPL.O2-SD/01/KPU/VIl2O2O
tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

pada Pemilihan Tahun 2O2A;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari Nomor l3lPP.O4.2 /BAIKPU-
Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2O2O tentang pengaktifan

kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari

Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.
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Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2A2O

terhitung sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31

Januari 2O2l;

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 3L /PP.OL.2-

Kpt/ 1504/KPU-Kab/IIl/2O2O tentang Penonaktifan Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Bupati dan Wakil

Bupati Batang Hari Tahun 2O2O dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran Covid-l9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BATANG HARI
Bagian Hukum,

Anas
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